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KATA PENGANTAR 

 

 

Setiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan 

usahanya, pasti memenuhi persyaratan untuk usahanya 

berupa izin. Izin menjadi salah satu keputusan dan tindakan 

pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. 

Izin dan perizinan merupakan bagian hukum administrasi. 

Perizinan tidak lepas dari perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh badan dan/atau pejabat yang mengeluarkan keputusan 

dan/atau tindakan hukum tertentu, karena melekat 

wewenang dan kewenangan. 

Semestinya izin menjadi parameter pertumbuhan dan 

berkembangnya suatu investasi atau penanaman modal suatu 

daerah. Namun, faktanya izin menjadi instrumen untuk 

mencari keuntungan pribadi bagi oknum badan dan/atau 

pejabat dengan menyalagunakan jabatannya. Izin ini makin 

tumbuh subur waktu diberlakukan otonomi daerah, dimana 

daerah menjadikan izin sebagai alat untuk menciptakan 

bermacam-macam jenis perizinan dan sumber PAD. Pada 

akhirnya essensi perizinan untuk melaksanakan usaha hilang, 

menjadi proses pelayanan yang panjang, lama, berbelit-belit, 

banyak instansi yang terlibat, dan  jauh dari pelayanan publik 

yang transparan, efisien, dan murah. 

Praktek-praktek tentu menghambat penanaman modal 

dan investasi yang akan masuk untuk berusaha, karena 

birokrasi yang panjang, dan berbelit-belit serta proses yang 

lama. Permasalahan-permasalahan ini harus ada solusi yang 
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praktis, sederhana, efisiens, transparan, dan memangkas 

waktu prosesnya. 

Dalam rangka percepatan dan peningkatan modal dan 

berusaha itu, diterapkan pelayanan perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission 

(OSS), yaitu perizinan berusaha yang diterbitkan oleh 

lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, 

lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku 

usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

OSS ini pelayanan perizinan dapat dilakukan dengan 

cepat bagi pelaku usaha untuk mendapat izin usaha dan izin 

komersial atau opersional. Penerbitan izin lokasi oleh 

lembaga OSS dengan memenuhi persyaratan dan/atau 

komitmen. Poin dasar dari pelayanan perizinan usaha OSS, 

pada pemenuhan komitemen sebagai pernyataan pelaku 

usaha untuk memenuhi persyaratan dan/atau komitmen, 

sehingga percepatan dan peningkatan pelayanan modal dan 

usaha dapat dilakukan dengan cepat. 

Perkembangan perizinan usaha berusaha OSS, sudah 

beruba pasca terbitnya UU No.11 Tahun 2020 tentang UU 

Cipta Kerja, dan PP No. 5 Tahun 2021. Di susul dengan PP 

No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha di Daerah, PP No. 6 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan PP No. 10 Tahun 

2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.  

Perubahan pengaturan perundang-undangan yang 

begitu cepat, merubah sistem perizinan berusaha OSS yang 
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sudah, dengan pencabutan PP No.24 Tahun 2018, yang 

menjadi dasar perizinan berusaha OSS selama ini. Perizinan 

berusaha OSS versi UU Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 

2021, merubah paradigma perizinan berusaha OSS yang ada, 

menjadi perizinan berusaha OSS berbasis resiko. 

Buku ajar Hukum Perizinan Berusaha OSS Berbasis 

Resiko (Edisi Revisi), ini sebagai perkembangan mata kuliah 

minat pada  Hukum Administrasi Negara. Buku ajar ini, 

sebagai pedoman dasar mahasiswa fakultas hukum untuk 

belajar dengan keterbatasan literasi hukum perizinan saat ini. 

Buku ajar mengacu pada model dan konsep pelayanan 

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik OSS, 

berbasis resiko sebagai sarana dan prasarana dalam 

mewujudkan penanaman modal dan investasi. Implementasi 

dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai pusat 

pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses 

yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 

penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 

Buku ajar ini, menekankan pada konsep perkembangan 

ilmu dan teknologi secara hukum administrasi dengan basis 

pelayanan publik pada administrasi pemerintahan yang 

dilakukan badan dan/atau pejabat dalam pelayanan perizinan 

berusaha OSS. Tata cara pelayanan perizinan berusaha OSS, 

proses penyelesaian sengketa, pengawasan dan sanksi 

terhadap badan/atau pejabat serta pelaku usaha yang 

melanggar hukum dalam perizinan. 

Kami menyadari buku ajar ini masih jauh dari 

sempurna, dan masih banyak kekurangan secara konsep, 
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teori, dan kedalaman pada basis hukum administrasi. Ada 

niat baik, semoga buku ini menjadi jalan untuk membuka ide 

baru terhadap konsep perizinan berusaha OSS yang sekarang 

diterapkan. Mahasiswa hukum harus mengikuti perkembang-

an dan teknologi, serta aplikasi, termasuk OSS. Sehingga saat 

waktu tiba, mahasiswa dapat menerapkan informasi dan 

sistem OSS berbasis resiko  dalam pengurusan perizinan. 

Terimakasih Ibu Ine Ventriyana S.H., M.H, pada buku 

ajar perizinan berusaha OSS berbasis resiko (edisi revisi) ini 

berpartisipasi dalam kolobarasi. dalam mematangkan 

perubahan dan perkembangan yang cepat dalam perizinan 

berusaha OSS ini. 

Benih ini tabur, semoga tumbuh subur. Terima kasih 

ayah ibu, yang telah kembali kealam Keabdian, kepergianmu 

yang tiba-tiba membuat dinda, merasa kehilangan yang tidak 

dapat terucapkan, ketakutan untuk tinggal, kesendirian, 

hampa dan kosong perlu waktu untuk kembali bangkit. 

Akhirnya keiklasan yang ayah ibu ajarkan, menjadi dinda 

bangkit dan menatap dunia lagi. Ayah ibu abdilah di sana, 

Tuhan akan menjagamu Amiin. 

Makasih buat suamiku Evans Sofanus yang selalu 

mendukung dan memberi motivasi untuk menyelesaikan 

buku ajar edisi revisi ini. Di saat sulit, pundahmu begitu 

berarti untuk bangkit, berdiri tegak supaya, dinda tidak 

sempoyangan atas kehilangan yang begitu mendadak. 

Tetaplah jadi pelita, dan tegak kokoh menopang semua 

keluah kesah, kesedihan, canda tawa yang mengisi hati dinda. 

Setiap yang lahir pasti takdirnya kembali pengakuan 
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Kuasa, yang jelas kematian teman terdekat manusia dimana 

pun. Isi hidup ini penuh bermakna, bermanfaat, bersyukur 

dan jangan bosan berbuat baik serta menikmati setiap 

moment yang diberikan dalam hidup anda, maka terasa 

hidup tidak akan berhenti. Hargai setiap talent yang 

diberikan, dikembangkan dan sadari semua akan begitu itu 

pada waktunya.    

Hobby menulis cara saya berbicara pada peradaban, 

berbagi dan mengisi lorong-lorang literasi yang masih 

kosong, untuk memberi warna dan membuka cakrawala 

pada hati sanubari pembacanya. Semoga berkah dan 

bermanfaat. Terimakasih Tuhan. 

 

Samarinda, 1 September 2022 

 

                                                    Dr. Siti Kotijah S.H., M.H 
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